
BUPATI CIREB0N

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
LAMPIEN

000.7.2.6/Kep. 94..7 -BKAD/ 2023
1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAI.IAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang          :   a.     bahwa   Renja   Perangkat   Daerah   disusun   sistematis
dengan    memuat    program,    kegiatan,    lokasi,    dan
kelompok  sasaran  yang  disertai  indikator  kineria  dan
pendanaan   sesuai   dengan   tugas   dan   fungsi   setiap
Perangkat  Daerah,  yang  disusun  bexpedoman  kepada
Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

b.     bahwa    Perangkat    Daerah     menyusun     rancangan
perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan
perubahan  RKPD dan  hasil pengendalian  pelaksanaan
Renja sampai dengan triwulan 11 tahun beljalan;

c.      bahwa berdasarkan pasal 364, Pasal 365 dan pasal 367
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi  Pembangunan  Daerah,   Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Panjang    Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah,     diamanatkan     bahwa     Rancangan     Akhir
Perubahan  Renja  disampaikan  oleh  kepala  Perarigkat
Daerah      kepada     Kepala     Bappelitbangda     untuk
diverifikasi,   setelah   diverifikasi   dan   disempumakan
rancangan     akhir     Perubahan     Renja     selanjutnya
disampaikan  kepada Kepala  Daerah  untuk ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;



Men8ingat

d.      bahwa      berdasarkan      pertimbangan       sebagaimarra
dimaksud  dalam  huruf a,  huruf b  dan  hurut c  perlu
menetapkan    Keputusan    Bupati    tentang    Perubahan
Rencana   Kelja   Badan   Keuangan   dan   Aset   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahuri 2023.

:    1.      Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    FTopinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara
Republik     Indonesia     tanggal     8     Agustus      1950)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor     4     Tahun      1968     tentang     Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1950
tentang     Pembentukan     Daerah-Daerah     Kabupaten
Dalam   Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat   (Ijembaran
Negara   Republik  Indonesia  Tahun   1968   Nomor   31,
Tanbahan    I,embaran    Negara    Republlk    Indonesia
Nomor 2851);

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (I,embaran Negara
Repub]ik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3.      Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pen erintahan          D aerah          (Len baran          Negara
Republik Indonesia   Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  sebagaimana
telah     diubah     beberapa     kali,     terakhir     dengan
Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023     tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintab  Pengganti  Undang-
Undang          Nomor 2 Tahun 2022  tentang cipta Kelja
menjadi  Undang-Undang  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 6856) ;

4.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka   menghadapi   Ancaman   yang   membahayakan
Perekonomian   Nasional   dan/atau   Stabilitas   Sistem
Keuangan  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Repub]ik Indonesia Tahun  2020  Nomor 87,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6485);

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tchun  2016   tentang
Peran8kat  Daerah  (Lembaran  Negara Repuunk Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Ijembaran  Negara
Republik  Indonesia     Nomor  5887)   sebagainana   te]ch
diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    72
Tahun    2019    tentang    Perubahan    atas    Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      (I,embaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 6402);
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6.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tchun  2017  tentang
Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 63,  Tambahan
I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   6037)
sebagainana      telah     diubah      dengan      Peraturan
Pemerintah Nomor  17  Tahun 2020  tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017
tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembarari
Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2020   Nomor  68,
Tambahan    Lembaran    Negara    Repubfik    Indonesia
Nomor 6477);

7.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang
Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah      (Ijembaran      Negara      Republik     Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

9.      Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelaksanaan       Pencapalan       Tujuan       Pembangunan
Berkelanjutan    (Lembaran   Negara   Repub]jk   Indonesia
Tchun 2017 Nomor 136);

10.   Peraturan  Menteri  Pendaysgunaan  Aparatur  KineH.a  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Taliun 2014 tentang Petunjuk
Teknis  Pemyusunan Penetapan  Kineq.a,  Pelaporan  Kinelja,
dan   Tata   Cara   Reviu   atas   I.aperan   Kiney-a   Instansi
Pemedntah (Berita Negara Flepubm Indonesia Tchun 2014
Nomor 1842);

11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  FToduk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam  Negeri Nomor  120 Tchun 2018 tentang Perubahan
Atas       Peraturan   Menteri       Dalam   Negeri   Nomor   80
Taliun 2015 tentang Pembentukan Produk Hut- Daeral
a3eritaNegaraRepubmlndonesiaTahun2018Nomor157);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengenda]ian   dan
Evaluasi   Pembangunan  Daerah,   Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   serta  Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Panjang    Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor  1312);

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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BAB Ill TUJUAN,  SASARAN,      RENCANA      KERJA         DAN
PENDANAAN     BADAN     KEUANGAN     DAN     ASET
DAERAH

3.1    Telahan    terhadap    Kebijakan    Nasional    dan
Provinsi

3.2

3.3

REDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

KEENAM

Tujuan  dan  Sasaran  Perubahan  Renja  Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja
dan   Pendanaan   Badan   Keuangan   dan   Aset
Daerah

BAB IV PENUTUP

Uraian sistematika Perubahan Renja Badan Keuangan dan
Aset   Daerah  Tahun   2023   sebagaimana   dimaksud   pada
Diktum  KESATU  sebagaimana  tercantum  dalam  Lanpirari
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
Bupati ini.

Maksud  disusunnya  Perubahan  Renja  Perangkat  Daerah
Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerch
dalam    menyusun    dan    mensirLkronisasikan    perubahan
perencanaan,   penganggaran   dan   pelaksanaan   program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi
hasil   kinelja   perangkat   daerah   pada   tahun   beljalan
berdasarkan  capaian  target  indikator  program  yang  telah
ditetapkan   dengan   berpedoman   pada   Perubahan   RKPD
Tahun 2023.
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2023 yaitu :
a.  sebagal   penjabaran   dari   Renstra   Perangkat   Daerah

Tahun 2019-2024;
b.  sebagai       pelaksana       teknis       kegiatan       prioritas

pembangunan daerah;
c.   mewujudkan    integrasi,    sirrfuonicasi,    dan    hamionisasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor,
wilayah   dan   fungsi   maupun   tin9katan   pemerintahan
berdasarkan Perubahan RRTD Tahuri 2023;

d.  sebagai   instrumen   dalam   mengukur   capaian   kinerja
peran8kat  daerah  berdasarkan  capaian  target  indikator
kinelja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.

Kepala   Badan   selaku   Pengguna   Anggaran   mempunyai
tanggung jawab  atas  pencapaian  target  sasaran  strategis
yang tercantum dalam Pembahan Renja tahun 2023.
Sekretaris  Badan,   Kepala  Bidang  selaku  Kuasa  Pengguna
Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapajan target
outcome  program  yang  tercantum  dalam  Perubahan  Renja
Tahun   2023   dan   indikator   kinelja   kunci   yang   bersifat
Outcome.
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23.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   29   Tahun   2022
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi  serta  Tata  Kelja  Badan  Keuangan  dan  Aset
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 29);

Memperhatikan   :    1.      Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor    061.1/Kep.48-
Org/2022   tentang   Uraian   Tugas   Sub   Koordinator
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

2.      Keputusan   Bupati   Cirebon   Nomor   051.2/Kep.246   -
BKAD/ 2022  tentang Tim Penyusun Perubarian -Rencana
Kerja       Badan       Keuangan       dan       Aset       Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ;
S urat          E daran          B upati          C irebon          No in or
051.23/2112/Bappelitbangda   tanggal   13   Juul   2023
tentang       Pedoman       Penyempumaan       Rancangan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSRAN :

3.

Menetapkan    :

RESATU Melakukan Perubahan Rencana Kelja Badan Keuangan dan
Aset  Daerah Tahun  2023  terutama  terkait pagu  anggaran
dan  target  indikator  kineH.a  dengan  sistematika  sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

1.2    Landasan Hukum
1.3     Maksud dan Tujuan
1.4    Sistematika penulisan

BAB 11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

KEUANGAN  DAN  ASET  DAERAH    SAMPAI  DENGAN
TRIWULAN 11 TAHUN 2023

2. 1    EHali x::: DP::iETiE:nR2eon!.a  Badan  Keuangan

2.2   Analisis KineH.a Pelayanan Badan Keuangan dan
Daerah

2.3    Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan
F`ungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.4    Review terhadap Rancangan perubahan RKPD
2.5    Penelaahan    Uraian    Program    dan    Kegiatan

Masyarakat
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14.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang     Klasifihasi,      Kodefikasi,      dan     Nomen]datur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara  Repubm  Indonesia  Tahun  2019   Nomor   1447)
j unto         Keputu san         Menteri         D alam         N ege ri
Nomor  050-5889  Tahun  2021  tentang  hasil  Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan
Nomenklatur       Perencanaan       Pembangunan       dan
Keuangan Daerah;

15.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Tehais  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita Negrra Repubm Indonesia Tchun 2020 Nomor 1781);

17.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kelja Pemerintah
Daerah  tahun  2022  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tchun 2021 Nomor 1781);

18.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Kinelja  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021  tentang Sistem
Manajemen  Kinelja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Berita Negara
RapubHk Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

19.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Kinelja  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   17   Tahun   2021    tentang
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan
F`ungsional  q3erita Negara Repubm Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

20.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    12
Tahun   2016    tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Ijembaran
Daerah   Kabupaten  Cirebon  Tahun   2016   Nomor   12,
Seri  D.7)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021
tentang       Perubahan       atas       Peraturan       D aerah `
Kabupaten   Cirebon   Nomor   12   Tahun   2016   tentang
Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kab upaten           Cirebon            ( Lembaran            D aerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

21.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   47   Tahun   2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon  Tahun  2019-2024  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon  Tahun   2019   Nomor  50)   sebagainana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  93
Tahun 2021  tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor   47   Tahun   2019   tentang   Rencana   Strategis
Pe rangkat           D aerah            Kabupate n            Cire bon
Tahun  2019-2024    (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tchun 2021Nomor 93);

22.   Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fwhgsi serta
Tata Kelja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);



KETUJUH

KEDELAPAN    :

Sub  Kcordinator  atau  pejabat  fungsional  yang  setara  selaku
Pejabat Pelaksana Te]mis Kegiatan mempunyai tanggung jawab
atas pencapaian target output kegiatan dari sub kegiatan yang
tercantum dalam Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2023 dan indikator kinelja kunci yang bersifat
Output.

Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal  2   0ktober   2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR        : 000.7.2.6/Kep. 947-BKAD/ 2023
TANGGAL     :   2   0ktober   2023
TENTANG    : PERUBAHAN RENCANA KERIA BADAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BABI

pENDAErmuIN

1.1. Latar Belahang

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen   perencanaan   SKPD   untuk  periode   1   (satu)   tahun.   Program,
kegiatan,  alokasi dana indikatif dan  sumber pendanaan yang dirumuskan
dalam   Renja   SKPD   disusun   berdasarkan   pendekatan kineH.a, kerangka

pengeluaran   jangka   menengah   serta   perencanaan   dan   penganggaran
terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib yang
mengacu  pada  SPM  sesuai  dengan  kondisi  nyata  daerah  dan  kebutuhan
masyarakat,  atau  urusan  pilihan  yang  menjadi  tanggungjawab     SKPD.
Renja   SKPD   pada   dasamya  merupakan  suatu proses pemikiran untuk
menyikapi  isu  -  isu  yang  berkembang  dan  mengimplementasikannya  ke
dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BKAD  Kabupaten  Cirebon  menyusun  dokumen  Perubahan  Renja
Tahun 2023 yang merupakan dokumen penyesuaian perencanaan tahunan
berisi perubahan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta

perubahan target kinelja dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023.  Perubahan
Ren].a  BPKAD  Tahun  2023  didasarkan  pada  hasil  evaluasi  Renja  BPKAD
sampai dengan Thwulan 11 Tahun 2023.

Perubahan    Renja    BKAD    Tahun    2023    merupakan    pedoman

penyusunan  Rencana  Kelja  Anggaran  Perubahan  (RKAP)   dan  Dokumen
Pelaksanaari  Perubahan  Anggaran  (DPPA)  Tahun  Anggaran  2023  melalui

penetapan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Perubahan
(APBDP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahari Renja BKAD Tahun 2023 ihi adalah :
1.  Mengkaji     Rencana     Kelja     BKAD     berdasarkan     hasil     evaluasi

pengendalian  pelaksanaan  Renja  sampai  dengan  triwulan  11  tahun
berkenaan,   evaluasi   pencapaian   target   kinelja   serta   kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;



BAD rv

PErmTUP

Perubahan    Renja    BKAD    Tahun    2023    mempakan    pedoman

penyusunan   Rencana   Kelja   Anggaran   Perubahan   (RKAP)   dan   Dokumen
Pelaksanaan   Perubahan  Anggaran  (DPPA)   Tahun  Anggaran  2023   melalui

penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Perubahan  (APBDP)
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023

yaltu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pagu   indikatif  yang   akan   dilaksanakan   pada  Tahun   2023.   Selain   itu,
mengingat  waktu  pelaksanaan  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  pada
Perubahan Tahun 2023 sangat terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya
koordinatif   dan    pengendahian    secara    cermat    dan    berkualitas    dalam

pelaksanaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana aksi dan dapat
mencapai target kinelja yang telah ditetapkan.

Dengan    disusurmya    Perubahan    Renja    ini,    dapat    diketahul
capaian   kinelja   dari   program,   kegiatan,   dan   sub   kegiatan   yang   telah
dilaksanakan   sampai   dengan   Triwulan   11   Tahun   2023,   sehingga   dapat
dilaksanakan   percepatan   dalam   pencapalan   target   kinerja   yang   belum
tercapai.   Dengan  adanya   dokumen   Perubahan   Renja   ini,    pelaksanaan

program,  kegiatan  dan sub kegiatan    diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

BUPATI CIREBON,



i+:ir        i+

2.  Merumuskan   Daftar  Program,   Kegiatan  dan   Kebutuhan  chggaran
Indikatif yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah

pada Tahun Anggaran 2023.
Tujuan penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 ini
adalah Menetapkan  Daftar   Program   dan   Kegiatan   Badan  Keuangan
dan  Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai pedoman dalan menyusun

perubahan RKA Perangkat Daerah Talun jinggaran 2023.

I.3. Landasan Hukum
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencara
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  ,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  pasal  361   ayat  (3),   Rancangan
Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :
1.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah-

Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Berita
Negara    Republik Indonesia tanggal 8 Agustus  1950)  sebagaimana telah
diubah    dengan    Undang-Undang    Nomor    4    Tahun    1968    tentang
Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi   Djawa  Barat

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun  1968 Nomor 31,  Tambahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;

2.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan     Nasional     (Ijembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(I,embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,
Tambahan     Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang   Perubahan  Kedua atas    Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Nomor 5679) ;

4.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Ken.a  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);                                            I

_
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5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  114, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia     Nomor  5887)   sebagainana  telah
diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016   tentang
Perangkat  Daerah   (Ijembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia  Nomor 6402);

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan
Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan
Minimal  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018   Nomor  2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

8.  Peraturan   Pemerintah    Nomor    12   Tahun   2019    tentang    Pengelolaan
Keuangan   Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I,embaran Negara Repumk Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repubrik  Indonesia
Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden  Nomor 59  Tahun 2017  tentang Pelaksanaan  Pencapaian
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Ilembaran  Negara  Repubhik  Indonesia
Taliun 2017 Nomor 136);

11.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    80    Tahun    2015    tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Repubhik  Indonesia
Tahun   2015   Nomor   2036)   sebagainana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri  Dalan  Negeri  Nomor   120  Taliun  2018  tentang  Perubahan     Atas
Peraturan Menteri   Da]am Negeri Nomor 80 Taliun 2015 tentang Pembentiha
Prnduk   Hukum   Daelch   (Berita   Negara   Repubm   Indonesia   Tahun   2018
Nomor 157) ;

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah,   serta   Tata   Cara   Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  dan
Rencana   Kelja  Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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13.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem

Informasi    Pemerintchan    Daerah    (Berita    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

14.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019   Nomor  1447) junto

Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889  Tahun  2021  tentang
hasil  Veriffiasi  dan  Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,   Kodefikasi,  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman
Tekrris   Pengelolaan   Keuangan  Daerah   (Berita  Negara  Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

17.   Peraturan  Menteri  Da]am  Negeri  Nomor  17  Tahun  2021  tentang  Pedoman

Penyusunan Rencana Kelja Pemerintah   Daerah Taliun 2023  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   12  Tahun  2016   tentang
Pembentukan   dan    Susunan   Perangkat   Daerah    Kabupaten   Cirebon

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2016     Nomor     12)
sebagalmana  telah diubah dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor    1    Tahun   2021    tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten  Cirebon  Nomor   12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan   Perangkat   Daerah    Kabupaten    Cirebon    (I,embaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

19.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   7   Tahun   2019   tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah   Kabupaten  Cirebon
Tahun  2019-2024   (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 6 Tahun 2021  tentang   Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor  7  Tahun  2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2019-2024    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

20.   Peraturan  Bupati   Cirebon   Nomor   1   Tahun  2022   tentang   Kedudukan,
Susunan Organisasi,  Tugas dan Fungsi  serta Tata Kelja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1 );
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21.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  29  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan
dan   Aset   Daerah    (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2022
Nomor 29);

22.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  29  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelja Badan Keuangan
dan   Aset   Daerah    (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2022
Nomor  29).

1.4. Sistematil=a Penulisan
Perubahan Renja  BKAD  Tahun  2023,  disusun  dengan  sistematika

sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

1 . 1 Latar Belakang

1.1   Landasan Hukum
1.2   Maksud dan Tujuan
1.3   Sistematika penulisan

BAB 11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TRIWULAN 11 TAHUN 2023

2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sanpai Triwulan 11
Tahun 2023

2. 2  Analisis Kineq.a Pelayanan Perangkat Daerah
2.3  Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah
2.4  Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5  Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Ill TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1  Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2  Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
3.3  FTogram Kegiatan, Perubahan Rencana Kelja dan Pendanaan

Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP
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BAB 11

EVAI,uAsl PELAKSANAAN RENTA RERANGKAT DAERAII sanpAI DERTGAI

TRIWULAN 11 TAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Peranghat Daerah Sampai Dengan
Triwulan 11 Tahun Ananran 2023

Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dilakukan  terhadap  rencana
pembangunan   daerah   dan   rencana   perangkat   daerah.   Dalam   RPJMD
Tahun  2019~2024,  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  bertanggungjawab
memberikan  kontribusi  terhadap  pencapaian  nisi  Bupati  Cirebon  yang
nomor empat yaitu

Meringkatrya   ltodr:lctifuas   Masgarahal   Urtwk   Lebth   Maju   Dan
Unggul  Sehingga  Menambah Daya  Saing  in Pasar  lutemasional,  Nasiorwl
Dan  Regiornd,  Ycmg  mdr:Joung  Oleh  Peningkatan  Oleh  Kapasitas  Apcun:fur
Pemen.nfczfa  Dczertzh   Kontribusi  tersebut  ditandal  dengan  ditetapkarmnya
tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :
a)     IndikatorTujuan :

1 . Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
2. Peningkatan    penatausahaan    aset    daerah     sesuai    peraturan

perundangan.
b)     Indikator sasaran :

1. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD;
2. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
3. Peringkatan  efektivitas  dan  efisiensi  waktu  rata-rata  penyelesaian

SP2D;

4. Peningkatan   kualitas   dan   ketepatan   waktu   penyajian   Laporan
Keuangan sesuai SAP;

5. Prosentase  bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah
didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi;

6. Peningkatan   kualitas   dan   ketepatan   waktu   penyajian   Laporan
Barang Milik Daerah yang diyakhi kewajarannya;

7. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pub]jk pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah.
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Target  capalan  indikator  kinelja  utama  (IKU)  ini  dicapal  dengan
kontribusi dari 3  (tiga)  program  dan  10  (sepuluh)  kegiatan,  dan 65  (enam

puluh lima) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :
a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan

6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan;
b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua

puluh empat) sub kegiatan;
c) Progran Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan  1  (satu) kegiatan dan  13

(tiga belas) sub kegiatan.
Realisasi pelaksanaan program,  kegiatan dan  sub  kegiatan  Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sanpai
dengan  triwulan  11  menchasilkan  realisasi  keseluruhan  anggaran  sebesar
Rp.7.445.345.620,00      atau      48,930/o,      dari      total      anggaran      sebesar
Rp.15.216.937.503,00  Adapun  realisasi  anggaran  dari  masing-masing  sub
kegiatan beserta capaian indikator kinelja outputnya sebagaimana pada tabel
berikut :
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Dari tabel diatas, untuk kegiatan yang realisasi output dan realisasi
anggaran    masih    minin    dapat    dijelaskan    bahwa    pelaksanaan    dan

penganggaran   kegiatan-kegiatan   tersebut   dijadwalkan   pada      berikutnya
sesuai   dengan    yang   tercantum   dalam   anggaran   kas   DPA  SKPD  Tahun
Anggaran 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Peranghat Daerah

Anahisis   kinelja   pelayanan   Badan   Keuangan   dan   Aset   Daerah
Kabupaten  Cirebon  berisikan  kajian  terhadap  capaian  kinerja  pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan indikator
kinerja terhadap IKK.  Jenis indikator yang dikaji,  disesuajkan dengan tugas
dan  fungsi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Cirebon,   serta
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   terkait   dengan   kinelja

pelayanan.
Jika  SKPD  yang  bersangkutan  belum  mempunyai  tolok  ukur  dan

indikator  kinerja yang  akan  diuji,  maka  setiap  SKPD  perlu  terlebih  dahulu
menjelaskan  apa  dan  bagalmana  cara  menentukan  tolok  ukur  kinerja  dan
indikator  kinelja  pelayanan  masing-masing  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi,
serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Analisis RInerja
Pelayanan   BKAD   Tahun   2022   berdasarkan   indikator   kineq.a  yang   telah
ditetapkan dalam Perubahan Renstra dan IKU Tahun 2019-2024 yaitu sebagal
berikut :

1. Peninghatan kualitas dan ketepataa waltu penyajian Lapomn Keuangan
sesuai SAP

Dalam       rangka       pertanggungjawaban       pelaksanaan      APBD,       setiap
entitas    pelaporan,    dalam    hal    ini    Satuan    Kerja    Perangkat    Daaerah

(SKPD) wajib menyusun dan menyajikan :
a. Laporan Keuangan; dan
b. Laporan Kinelja.

Upaya   kongkrit   dalam   mewujudkan   akuntablitas   dan   transparansi   di
lingkungan     pemerintah     mengharuskan     setiap     pengelola     keuangan
dae rah         untuk         in enyampaikan         lapo ran         pe rtanggungj awaban

pengelolaan    keuangan    dengan    cakupan    yang    lebih    luas    dan    tepat
waktu.  Sesual Peraturan Pemerintah Repub]ik Indonesia Nomor 8         Tahun
2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinelja  lnstansi  Pemerintah;  Kepala
Satuan  Perangkat  Daerah  selaku  Pengguna  Anggaran  menyusun  Laporan
Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan

tw~fady€unDTdrz023
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dan   menyanpalkan   kepada   Bupati   melalui   Pejabat   Pengelola   Keuangan
Daerah.  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  selaku  Bendaharawan  Umun
Daerah     menyusun     Laporan     Keuangan     sebagai     pertanggungjawaban

pengelolaan perbendaharaan daerah menyampajkan kepada Bupati.  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan
Kelja   Perangkat   Daerah   serta   laporan   pertanggungjawaban   pengelolaan

perbendaharaan  daerah  disanpajkan   selambat-lambatnya  2   (dua  )   bulan
setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD.  Laporan  Keuangan
disusun dan disa].ikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
adalah   prinsip-prinsip   akuntansi  yang  diterapkan  dalam   menyusun   dan
menyajikan    laporan    keuangan    pemerintah.    Sesuai    amanat    Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Laporan  Keuangan  disusun  sesual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)
Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan
ekuitas    dalam    pelaporan    fmansial    berbasis    akrual,    serta    mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBD,  yang  selanjutnya  diatur
dalan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013   tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I.    Entitas Akuntasi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
a.  I,aporan Realisasi Anggaran (LRA);

b.  Neraca;

c.   Laporan Operasional (ro);
d.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); da
e.  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

11.   Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :

1)  Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

3)  Neraca;

4)  Laporan Operasional (LO);

5)  Laporan Arus Kas (LAK);

6)  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7)  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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5
Manfaat   penggunaan   basis   akuntansi   akrual   bagi   Pemerintah   Daerah
antara lain :
1) Memberikanganbaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2) Menyajikan   informasi   yang   sebenamya   mengenai   hak   dan   kewajiban

Pemerintah Daerah;
3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya Pemerintah Daerah lebih

balk;
4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinelja Pemerintah Daerah terkait biaya

jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

I,aporan        Keuangan       Interim       dapat       disusun       untuk       tujuan
tertentu,  misalnya  untuk  mengetahui  besamya  realisasi  anggaran  sampai

periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas
entitas  pelaporan  pada  suatu  waktu  cut off penyusunan  laporan keuangan.
Selain  itu  laporan  keuangan  interim  Pemerintah  Daerah juga  sebagai  alat
evaluasi  manajemen  terhadap  sistem  akuntansi  yang  telah  dilaksanakan,
apakah telah menya].ikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi

yang diinput dalam  bentuk  buku jurnal.  Apabila terdapat perbedaan  antara
transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan,  akan dapat
segera   dilakukan    perbaikan   dan   koreksi    sehingga   laporan    keuangan
Pemerintah  Daerah Tahun Buku dapat disajikan  secara wajar.  Langkah dan
upaya  Badan  Keuangan dan Aset Daerah dalam  rangka menerapkan  sistem
dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis
Akrual Tahun 2022 antara lain :
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari

basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
2. Pendampingan   Aplikasi   Sistem   Informasi   Pengelolaan   Keuangan   SKPD

Berbasis AIrual;
3. Asistensi  pendampingan  penyusunan  Laporan  Keuangan  Interim  SKPD  di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4.Asistensi    pendampingan    penyusunan    Laporan    Keuangan    SKPD    di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Opini BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecuanan dapat
"tercapai„.
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Namun  demikian  secara  kualitas  persentase  penyajian  laporan  keuangan
SKPD yang mendukung Opini BPK RI  dapat dipertanggungjawabkan,  melalui

pendampingan   asistensi   penyusunan   I,aporan   Keuangan   bagi   SKPD   di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Sehingga dapat dianggap  seluruh
Enthas Akuntansi (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ SKPD) sebanyak 73
SKPD, yang wajib menyampal{an haporan Keuangan telah dapat menyajikan
Ifaporan  Keuangan  SKPD   secara  wajar  sesuai  SAP  berbasis  akrual.   0leh
karena  itu,  capaian kinerja  Indikator  Utama  (IKU)  perubahan  pada  sasaran
"Peulngha±an   kualt±as   dan   ketepatan   waktu   pengqftan   Laporan

He"angan sesoa€  SAP" sampai dengan Tchun 2022  telah tercapai  100,00°/o

yaltu telah disanpaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2021  baik
unaudited maupun audited yang merupakan laporan konsolidasian 73  SKPD
sebelum tanggal 31 Maret 2022. Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung].awab Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan,      BPK     telah     memeriksa     Laporan     Keuangan     Pemerintch
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari :
i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Arus Kas (LAK);

3. Neraca;

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

5. Laporan Operasional (LO);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara  (SPKN),  yaitu  standar  yang  mengharuskan  BPK  merencanakan  dan
melaksanakan  pemeriksaan  agar  memperoleh  keyakinan  memadai  bahwa
laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi :
1) Bukti-bukti  yang  mendukung  jumlah-jumlah  dan  pengungkapan  dalam

laporan keuangan;
2) Penilaian  atas  penerapan prinsip  akuntansi yang  digunakan dan estinasi

signifikan yang dibuat pemerintah         Kabupaten cirebon;
3 ) Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
4)Penilaian      atas      keandalan      sistem      pengendalian      intern      yang

berdampak material terhadap laporan keuangan; serta
5)Penilaian      terhadap      penyajian      atas      laporan      keuangan      secara

keseluruhan.
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Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  terhadap  Laporan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran  2021  adalah Wajar Tanpa Pengecualian OvTP).  Opini Wajar
Tanpa  Pengecualian  OvTP)   adalah  opini  audit  yang  akan  diterbitkan  jika
laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji
material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakiri
berdasarkan     bukti-bukti     audit    yang     dikumpukan     dianggap     telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan balk,
dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak
beapengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :
1 ) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ;
2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan

aset, kelengkapan bukti dan ni]al aset.
Meskipun      Pemerintah      dan      Pemerintah      Daerah      berhasil      meraih
capaian  opini  atas  Laporan  Keuangan yang  cukup  balk,  namun  diperlukan
upaya  yang  sungguh-sungguh  dan  perbaikan  yang  terus  menerus  untuLk
meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan melalui
antara lain :
a.Peningkatan      komitmen      pimpinan      dalam      penerapan      akuntansi

berbasis akrual;
b.Menyempurnakan      peraturan      terkait      kebijakan      akuntansi      dan

mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi;
c.Peningkatan         pemahaman         dan         kapasitas         sumber         daya

manusia di bidang akuntansi;
d. Peningkatan sinergi antar unit terkalt;
e. Perc epatan         untuk         menindaklan]. uti         ten uan         pen eriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ); dan
f.  Pemberdayaan          Aparat          Pengawasan          Internal          Pemerintah

(APIP)  secara optimal  mulal  dari  tahahapan  perencanaan,  pengganggaran,
pelaksanaan,                    d an                   pertanggungj awab an                   atas
APBN/APBD  dalam  rangka  mewujudkan  efektivitas  pengendalian  intern

yang memadai.
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2. Peninghatan fualitas dan ketepatan waltu penyajian Laporan Barang
Milik Daerah yang diyakini kewajarannya

Upaya  dalan  mewujudkan  tertib  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus
dilakukan secara berkelanjutan, karena penanganan barang mink daerah yang
tidak  tertib  bexpotensi  kehilangan  dan/atau  penyalahgunaan  barang  mim
daerah, misalnya yang berupa tanah, kendaraan, ataupun barang mhik daerah
lainnya yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah.  Demiklan pula dalam
aspek penatausahaan barang milik daerah, potensi teljadinya ketidatwajaran

penyajian nilai aset tetap maupun aset persediaan dan berimplikasi pada ophi
laporan   keuangan   pemerintah   daerah.   Selain   itu,   dari   sisi   penguatan

perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran juga  perlu  dioptimalkan  melalui
program dan kegiatan penyusunan standar harga barang maupun penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan dan pemeliharaan.
a. Tertib Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah.

•  Perencanaan   kebutuhan   pengadaan   dan   pemeliharaan   barang   milik

daerah   bersesuaian   dengan   rencam   kerja   SKPD,   yang   dilakukan

penelaahan  terhadap  usulan  rencana  kebutuhan  barang  mink  daerah
yang diajuhan oleh SKPD sebelum ditetapkan.

•  Penetapan    Standar    Harga   Barang   untuk   kebutuhan   penyusunan
anggaran belanja barang, melakukan survei harga barang kepada pelaku
usaha   atau    melalui   pendekatan   yang   ditetapkan,    dengan    sesual

penggolongan,   kode  barang  mim  daerah,  dan  kode  rekening  belanja
barang.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
•  Penatausahaan    barang    milik    daerah    yang    meliputi    pembukuan,

inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik  daerah,  dilaksanakan  sesuai
kaidah  peraturan  perundang-undangan  diantaranya  harus  bersesuain
dengan   Standar  Akuntansi  Pemerintahan.   Penatausahaan  dimulai  di
tingkat  Unit  Kelja,  SKPD,  dan  selanjutnya  dikonsolidasikan  di  tingkat
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

•  Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah dilakukan
secara lengkap, akurat, rinci, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.

•  Peningkatan kualitas dan kuantitas penatausahaan barang milik daerah
melalui     pembinaan     kepada     seluruh     pengurus     barang     secara
berkelanjutan.
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•   Rekonsiliasi terhadap laporan barang milik daerah yang disampaikan oleh

seluruh SKPD dan Unit Kerja, untuk memastikan kesesualan barang milik
daerah  yang   dflaporkan   terhadap   indikator   realisasi   belanja   modal,
laporan     operasioanal,     data     pendistribusian,     pengalihan     status

penggunaan,  data  penerimaan  yang  bersumber  dari  perolehan  lainnya
yang sah, dan lain sebagainya.

•  Tersedianya   data   base   barang   milik   daerah   yang   sesuai   Standar
Akuntansi Pemerintahan.

•  Penilaian dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Pengamanan Barang Milik Daerah
•  Tersedianya data pemanfaatan barang mhik daerah.
•   Pengamanan administratif melalui kodefkasi barang milik daerah.
•  Kelengkapan  dan penyimpanan  bukti  kepemilikan  barang milik  daerah.

Kelengkapan  bukti  kepemilikan  merupakan  fungsi  pengamanan  barang
milik daerah yang kewenangannya dilakukan oleh SKPD.

•  Inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan paling kurang setiap
lima tahun.

•  Pengamanan    secara    fisik    berupa    pemagaran,    pemasangan    papan
informasi   aset,   dan   penjagaan   aset-aset   tertentu.   BKAD   melakukan
koordinasi untuk mendorong SKPD atau melalui Kuasa Pengguna Barang
harus  optimal  mengamankan  barang  mhik  daerah  yang  berada  dalan

penguasaannya,   dengan   berkoordinasi   dengan   SKPD   teknis   dengan
kewenangan terkait lainnya.

•  Tertib penggunaan barang mihik daerah sesuai tugas dan fungsi melalui

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing
SKPD.

•  Kordinasi penyelesaian sengketa tanah, baik litigasi maupun non litigasi.
•  Penertiban   barang   milik   daerah   yang   dikuasai   pihak   lain.    SKPD

melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian barang mink daerah

yang ada dalam penguasaannya melalui pemantauan dan penertiban.
•  Tersedianya sarana yang memadai untuk pengamanan secara fisik barang

milik  daerah,  diantaranya  penyimpanan  barang  persediaan,  dokumen
kepemilikan,   barang  milik  daerah  dalam  proses  penjualan,   dan  lain
sebagainya.
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d. SDM yang handal dan kompeten
•  Pengelolaan   barang   mim   daerah   ditunjang   dengan   SDM   dengan

pengetahuan   dan   keterampilan   baik,   untuk   tertibnya   perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemehharaan,

pemusnahan   dan   penghapusan,   pengamanan,   penatausahaan,   serta
pengawasan dan pengendalian.

•  Meningkatnya  pemahanan dan  kemampuan  aparatur  pengurus  barang
SKPD dan unit kerja melalui kegiatan pelatihan pengelolaan barang milik
daerah. - Koordinasi dan petunjuk teknis kepada seluruh SKPD.

•  Irlformasi  dan  pengungkapan  permasalahan  pengelolaan  barang  milik

daerah.
e. Pengelolaan barang mhik daerah Berbasis Teknologi lnformasi
•    Tersedianya aplikasi pengelolaan barang milik daerah berbasis Teknologi

Informasi.
•    Cakupan  aplikasi  pengelolaan  barang  milik  daerah  untuk  menunjang

kebutuhan pengelolaan barang miljk daerah.
•   Integrasi  aplikasi  pengelolaan  barang  milik  daerah  dengan  aplikasi  ]in

terkait  khususnya  aplikasi  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepegawaian,
dan lain-lain.

•    Kehandalan alur dan konektivitas data antara aplikasi pengelolaan barang

milik daerah dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Terkait  dengan  kriteria  pengananan  barang  mihik  daerah  salah  satunya
disebabkan  proses   pensertifikatan  beberapa  aset  tanah  milik   Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang belum rampung sampal dengan tahun 2022.  Data
rangka   pengamanan   aset,   pensertifikatan   merupakan   poin   yang   surlgat

penting,   namun  dalam   proses   pelaksanaannya   membutulkan   koordinasi
kepada instansi terkait Untuk kedepannya,  Badan  Keuangan dan Aset akan
terus   melakukan   upaya   pengamanan   aset   daerah   secara   optimal   dan
berkesinambungan   setiap   tahunnya   khususnya  meningkatkan   koordinasi
dengan  pihak  BPN  Kabupaten  Cirebon  dalaln  proses  pensertifikatan  dalam
rangka mewujudkan  pengelolaan  barang milik daerah yang  lebih  baik.  01eh
karena itu, capalan kinelja Indikator Utama (IKU) pada sasaran "Penfngkatan
ha:Iitas dan ketepatan wahai perayqjian Laporan Barang Mitlk Daerah
grclng  dfg/akt.nl.  ke"qw.aranng/a" sampai  dengan  Tahun  2022  telah  tercapai
100,00%   yaitu   telah   disampaikan   dokumen   LKPD    Kabupaten   Cirebon
Tahun 2021  balk unaudited maupun audited yang didalamnya telah memuat
laporan barang milik daerah 73 SKPD yang telah dikonsolidasikan keberadaan
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asetnya,   kelengkapan   bukti   dan  nilai  aset   tersebut  dan   dapat  diyakiri
kewajaramya serta tepat waktu dalam penyajiannya sebelum tanggal 3 1 Maret
2022.

3. Ketepatan waltu penyusunan Rancangan APBD
APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda) , yang dibahas
dan  disetujui  bersama  oleh  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Pelwakflan  Rakyat
Daerah   (DPRD).   Penyusunan  APBD   dilakukan   dengan   beapedoman   pada
Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   (RKPD)   dalam   rangka   mewujudkan

pelayanan    kepada    masyarakat    demi    tercapainya    tujuan    bernegara.
Berdasarkan  Pasal  104  dan  Pasal  105  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019,
ketentuan  umum  terkait  penyampalan  dan  pembahasan  Rancangan  Perda
tentang APBD adalah sebagal berikut :
a. Kepala  daerah wajib  mengajukan rancangan  Perda  tentang APBD  disertai

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam
puluh)   hari   sebelum   1   (satu)   bulan   tahun   anggaran   berakhir   untuk
memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

b. Kepala  daerah  yang  tidak  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  APBD
sesuai  ketentuan,  dikenai  sariksi  administratif  sesual  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
c. Pembahasan  rancangan  Perda  tentang  APBD  dilaksanakan  oleh  kepala

daerah dan  DPRD  setelah kepala daerah menyampahan rancangan  Perda
tentang APBD  beserta pen].elasan dan dokumen  pendukung  kepada  DPRD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD belpedoman pada RKPD, KUA,
dan PPAS.

Persetujuan   rancangan   Perda   tentang   APBD    dicapal   setelah   melalui

pembahasan bersana antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut
diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara
Kepala  Daerah  dan  DPRD.  Berdasarkan  Pasal  106  Pemerintah  Nomor  12
tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang
APBD adalah sebagai berikut :

a. Kepala    daerah    dan    DPRD    wajib    menyetujui    bersama    rancangan
Perda     tentang     APBD     paling     lambat     1      (satu)     bulan     sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

b.Berdasarkan      persetujuan      bersama,      kepala      daerah      menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
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c.DPRD      dan      Kepala      Daerah     yang      tidak      menyetujui      bersana

rancangan    Perda    tentang    APBD    dalam     I     (satu)     bulan    sebelum
dimulainya      tahun      anggaran      setiap      tahun,       dikenal       sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalan    hal    keterlambatan    penetapan    APBD    karena    Kepala    Daerah
terlambat     menyampaikan     rancangan     Perda     tentang     APBD     kepada
DPRD     dari     jadwal,      sanksi     sebagalmana     dimaksud      tidak     dapat
dikenakan  kepada  anggota  DPRD.  Indikator  Utama  (IKU)  perubahan  pada
sasaran "Kefepatan "akfu pengttsttnan Rancangan APBD" sampai dengan
Tahun Anggaran 2022 penetapannya untuk APBD Tahun Anggaran 2022 telah
ditetapkan   pada   tanggal   26   Desember   2022   sesuai  jadwal   yang   telah
ditentukan dan tepat waktu sehingga capaiarmya loo,00°/o.

4. Ketepatan waltu penyusunan Rancangan Perubahan APBD
Indikator   Utama    (IKU)    perubahan   pada   sasaran   "Hdepaton    "aktr

pen!/z4st.nan    Rancangan    Pe"behan    APBD"   sampai    dengan    Tahun
Anggaran    2022    mengalami    sedikit    keterlambatan.    Persetujuan    APBD
Perubahan  Tahun  Anggaran  2022  pada  tanggal  23   September  2022  dan

penetapan APBD perubahan setelah selesai dievaluasi oleh Gubemur Provinsi
Jawa Barat pada tanggal 14 0ktober 2022. Sehingga dalam menentukan target
dan realisasi capaian sasaran Indikator Utama (IKU)  perubahan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah adalah bulan Nopember 2022 untuk target capaian
dan realisasinya pada bulan tersebut juga sehingga capainnya sampai dengan
Tahun 2022 sebesar 100,00°/o.

5. Peninghatan efeltivitas dan eflsiensi waktu rate-rate penyelesaian SP2D
Perintah   pencairan   dana   dibuat   oleh   Kuasa   BUD   untuk   mengeluarkan
sejumlah  uang  dari  RKUD  berdasarkan  SPM  yang  diterima  dari  PA/KPA.
Perintah  pencairan  dana  tersebut ditujukan  kepada  bank  operasional  mitra
kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada

pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.  Proses perintah
pencairan   dana   memuat   informasi,   aliran   data,   serta   penggunaan   dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  Berdasarkan Pasal  149
Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan
dana adalah sebagai berikut :
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA

yang ditujukan kepada bank operasional mitra keljanya;
b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima;
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c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
1.  meneliti  kelengkapan  SPM  yang  diterbitkan  oleh  PA/KPA  berupa  Surat

Pemyataan Tanggung Jawab PA/ KPA;
2.  menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran;
3.  menguji     ketersediaan     dana     Kegiatan     yang     bersangkutan;     dan

memerintahkan      pencairan      dana      sebagal      dasar      Pengeluaran
Daerah.

4.  Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila :

i.  tidak    dilengkapi    Surat    Pemyataan    Tanggung    Jawab    PA/KPA;
dan/atau;

ii.  pengeluaran tersebut melanpaui pagu;
iii.  Kuasa  BUD  mengembalikan  dokumen  SPM  dalam  hal  SP2D  tidak

diterbitkan  paling  lambat  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  diterimanya
SPM.

Target    dan    realisasi    capalan    lndikator    Utama    (IKU)    pada    sasaran
``Peninghafan  eifektivi±as  dan  eifesier.st  wak±u  rc[torata  perayctesdian

SP2D" sebesar  loo,00°/o dikarenakan proses penyerapan anggaran  73  SKPD
setiap waktu dengan Standar Operasional FTosedur (SOP) pencairannya paling
lama  2  hari  dari  tanggal  ajuan  SPP/SPM.   Dalam  pelaksanaannya  Badan
Keuangan   dan   Aset   Daerah   menggunakan   aplikasi   Verifikasi   SPM   dan
SIKATON untuk mempercepat proses verifikasi ajuan dari SKPD.

6.  Prosentase  bidang  tanah  mflik  daerah  yang  tersertirikasi  dan  telah
didaftarlran ke BPN untuk disertifihasi

Target dari indikator Indikator Utana (IKU) pada sasaran "Prosentase Zri.Gang
tanah rnlItk daerah yang tersertifiikasi dan telah didc[ifearhan ke BEN
"ntrk  dl.sertffikasi"  sebesar  69,90%  atau   195  ajuan  tanah  yang  akan
disertifikatan dan yang telah masuk ke  BPN pada Tahun 2022  sebanyak 63
bidang sehingga capaiannya sebesar 57,95°/o. Dan target yang ditetapkan tidak
tercapai  100,00% pada Tahun 2022. Dari 1339 bidang yang baru bersertifikat
sebanyak   620 bidang (616 sertifikat ditambah Tahun 2021  =  1  sertifikat dan
Tahun  2022  =  3  sertifikat).  F`aktor  penyebab  dokunen  sertifikat  belum jadi
dikarenakan pihak BPN belum bisa memproses ajuan tanah milik Pemerintal
Kabupaten Cirebon dikarenakan kekurangan tenaga personil BPN dilapangan
dalam melakukan proses verifikasi ulang terhadap dokumen kepemilikan awal

yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  untuk  proses  pensertiffiatan
tanah.
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7.  Peninghatan  kepuasan  masyarahat  terhadap  pelayanan  pengelolaan

keuangrn dan aset daerah
Badan    Keuangan    dan    Aset    Daerah    Kabupaten    Cirebon    mempunyai
kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cirebon.  0leh
sebab itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon harus mampu
melayarri  dan  berkeq.a  secara  profesional,  di  sisi  lain  sebagai  Pengelola  dan
sebagal  Pengadministrasian  di  bidang  Keuangan  dan  Aset  Daerah.   Salah
satu    upaya    untuk    meningkatkan    kualitas    pelayanan,    maka    perlu
melakukan      penilaian      kinelja      penyelenggaraan      pelayanan      pubhik
secara berkala yaltu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai
tolok ukur untuk meriflai tingkat kualitas pelayanan.  Pemilihan sampel yang
tepat,  dianggap  dapat  mewakili  pendapat  umum  yang  berkembang  dalam
masyarkat.   Diharapkan   dengan   semakin   meningkatnya   indeks   kepuasan
masyarakat   atas   suatu   pelayanan   berarti   semakin   baik   pula   kualitas

pelayanan yang diberikan.  Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan
masyarakat   atas   pelayanan   yang   diberikan   oleh   Badan   Keuangan   dan
Aset    Daerah    terhadap    pelayanan    pengelolaan    keuangan    dan    aset
daerah    dflakukan    selain    dengan    wawancara    langsung    yaltu    dengan
menyebarkan  kuisioner  kepada  penerima  layanan  yaitu  seluruh  SKPD  di
lingkungan   Pemerintah       Kabupaten   Cirebon,   masyarakat   umun   yang
memanfaatkan layanan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Berdasarkan    prinsip    pelayanan    sebagaimana    telah    ditetapkan    dalam
Peraturan      Menteri      Pendayagunaan      Aparatur      Negara   Nomor       14
Tahun 2017,   yang   kemudian   dikembanckan   menjadi 9   (sembilan)  unsur

yang   "relevan",  ftyalid" dan "reliabel",  sebagal unsur minimal yang harus ada
untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1.      Persg/aratan  Pezag/anon,  adalah  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam

pengurusan  suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan  teknis  maupun
admirristratif;

2.     Prosedrr Pezag/anon,  adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3.     Wakttc   Pezaganan,   adalah   jangka   waktu   yang   diperlukan   untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4.     Bfa5/q/TtlrfJ;  adalah  ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan

dalam  mengurus  dan/atau  memperoleh  pelayanan  dari  penyelenggara

yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat;
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5.

6.

7.

8.

9.

Prodttk  Spes£/ikas£  Jents  Pezaganan,  adalah  hasil  pelayanan  yang
telah   diberikan   dan   diterima   sesuai   dengan   ketentuan   yang   telah
ditetapkan.  Produk layanan ini adalah hasil dari  setiap  spesifikasi jenis

pelayanan;
Xompctenst.  PehaksanaL  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
Perizakt4     Pezaksana,  yaltu     sikap     petugas     dalam     memberikan

pelayanan;
Penanganan  Pengadttan,  yaitu  tata  cara  pelaksanaan  penanganan

pengaduan dan tindak lanjut;
Sarana  dan  prasarctnaL  yaitu  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai

sebagai  alat  dalam  mencapai  maksud  dan  tujuan.  Prasarana  adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu

proses.  Sarana  digunakan  untuk  benda yang  bergerak  dan  prasarana
untuk benda yang tidak bergerak.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan pada unit pelayanan :
a)  Penerbitan Surat Perintah Pencalran Dana (SP2D) Belanja Daerah;
b)  Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah (Gaji dan

Tunjangan);
c)  Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;
d)  Rekonsiliasi dan Konsolidasi Belanja Laporan Keuangan SKPD;
e)  Rekonsifiasi dan Konsolidasi Pendapatan Laporan Keuangan SKPD;

I)   Rekonshiasi Aset;

g)   Penjualan Barang Milik Daerah (BMD);
h)  Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD)  Rusak Berat;
i)   Penetapan Status PenggunaanBarang Milik Daerah (BMD);

j)   Pengalihan Status PenggunaanBarang Milik Daerah (BMD) ;
k)  Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat;
I)   Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD;

in) Rekonsihiasi Persediaan;

n)  Pinjam Pakai BMD pada Pengelola.
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan tersebut di atas,  dilakukan
triwulanan   pada   Tahun   2022   dengan   mengedarkan   kuesioner   kepada
responden  73  (tujuh puluh  tiga)  OPD yang menjadi pengguna layanan pada
Badan  Keuangan dan Aset  Daerah.  Berdasarkan  hasil  analisis  sebagaimana
dalam bahasan hasil penehitian, maka dapat ditarik kesinpulan bahwa :
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1.  Secara   umum   kualitas   pelayanan  dalam   unit  pelayanan   pengelolaan
keuangan dan aset daerah dipersepsikan "Baip' oleh penggunanya. Hal hi
terlihat  dari  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  pada  Triwulan  IV yang
diperoleh berkisar di antara 62,51 -81,25. Nilai SKM yang diperoleh darn 9

(sembilan) unsur pelayanan adalah 80,879;
2.  Semua   unsur   menunjukkan   hasil  yang   balk   dengan   nilai   rata-rata

Indeks 3,235.  Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dalan pengelolaan
keuangan dan  aset daerah yang diberikan kepada  72  (tujuh  puluh dua)
OPD "memua[skan. "

3.  Hasfl rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mulai dari Triwulan I,
Triwulan  11,  Triwulan  Ill  dan Triwulan  IV Tahun  2022  adalah  (80.805  +

81,426  +  80,538 +  80,879)/4 =  80,912 (Baik| sedangkan hasil nilai rata-
rata indeks mulai dari Triwulan I, Triwulan 11, Triwulan Ill dan Triwulan IV
Tahun 2022 adalah (3,232+3,257+3,222+3,235)/4 = 3,237 (RIemuashan).

Target   dari   indikator   kinerja   utama   (IKU)   pada   sasaran   "Pen!ngkafan
kepuasan rr.asiiaraha± terhadap pctayanan pengetofaan kcacngan dan
aset  daerafa" sebesar  80.50  Poin  dengan  capaian  realisasi  sampai  dengan
Triwulan  IV  Tabun  2022  sebesar  80.879  Poin  atau  100,47%.  Perbandingan
realiasi  kinelja  dan  capaian  kinelja  BKAD  Tahun  2021  dengan  Tahun  2022

yaitu sebagai berikut :
a. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada

Tahun 2022 dengan 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan;
b. Sasaran   meningkatnya   penatausahaan   aset   daerah   sesuai   peraturan

perundangan pada Tahun 2022 dengan 2021  mengalami kenahan sebesar
2,980/o;

c. Sasaran meningkatnya kinelja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan
keuangan  dan  aset  daerah  pada  Tahun  2022  dengan  2021   mengalami
kenaikan  sebesar  0,880/o.  Perbandingan  rata-rata  capaian  kinelja  sasaran
Tahun  2022  dengan  Tahun  2021   mengalami  trend  penurunan  sebesar
1,29°/o sehingga diperlukan adanya perbaikan-perbaikan pada kinelja BKAD
untuk Tahun 2023.
Analisis  pencapalan  kinerja  pelayanan  BKAD  sampai  dengan Tahun  2022
dan proyeksi pencapaian kinelja pelayanan Tahun  2023  dan Tahun  2024
dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
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Tabel. 2.2

Pencapaian Kineq.a Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No. lndikator
SPRI/SfandarNasional lKK¢ndikatorKinoriaKunci)

Target Renstra Perangkat Daerali Rcali8agi Capajan Proyek8i CatatanAllali8is

I I,,I,I|'w 1' 20209 202110 202211
111 2Meningkathya 3 4P'k 5678

2023          20241213
15

enln    atan 80, 0, •' 80,00 80,00 80,87 100,00         100,00kinerja apanturdankualitaspelayananpadaBadanKeuangandanAsetDaerahMe'ktn kepuasanmasyarakatterhadeppelayananpublikpadaBadanKeuangandanAsetDaerah Poin Pain Pain Poin Poin

nlng  a   yakualifaslapomankeuanganpemerintahdaerah PeningkatankuelhasdanketepatanwaktupenyajianLaporanKeuangansesuaiSAPsertapenyajianLaporanAsettetapyangdiyakinikemajarannya 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

PeningkatankualhasdanketepatanvraktupenyajianLaporanKeuangansesuaiSAP 0,00 100,00 100.00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KetapafanwaktupenyusunanRancanganAPBD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KetepatanvrakfupenyusunanRancanganPerubahanAPBD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PeningkatanefckwhsdanefisiensiwakturafaiedpenyslesaianSP2D 100,00 loo,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00

2 Meningkatnyapenatausahaanasetdaerahsesuaiperaturanpemundangan ProsentasebidangfanahmilikdaenhyangteedkasidantelahdidafronkeBPNuntukdisert.rfikasi 59,71 69,78 69,90 84.47 100,00 52,63 53,25 57,95 100.00 100,00

Penlngkatankualifesdanketepatanwaktupeny8jianLaporanBarangMilikDaerahyangdinkinikewajarannya 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0.00 100,00 0,00 0,00 0,00
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peranghat Daerah
lsu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan

Aset   Daerah   Kabupaten   Cirebon  adalah  kondisi  atau   hal  yang   harus
diperhatikan  atau  dikedepankan  dalam  perencanaan  karena  dampaknya

yang  signifikan  bagi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  masa  datang.
Kondisi  yang  menjadi  isu  strategis  adalah  keadaan  yang  apabila  tidak
diantisipasi  akan  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar,  atau  apabila
tidak  dimanfaatkan  akan  menghilangkan  peluang  untuk  meningkatkan
kualitas layanan dalam jangka panjang.

Tuntutan    adanya    peningkatan    kemampuan    aparatur    yang
memiliki   kompetensi   dan   profesionalitas   tinggi   menjadj   Hal   mutlak
untuk mewujudkan pemerintahan yang balk /goocz got/emcmce/. Tersedianya
aparatur   yang   memadai   baik   dari   segi   kuantitas   maupun   kualitas
merupakan   faktor   penting   dalam   rangka   mewujudkan   profesionalitas
aparatur   pemerintah   daerah.   Terwujudnya   aparatur   yang   profesional
diindikasikan  dengan  meningkatnya  kualitas  sumberdaya  manusia  yang
dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di  samping  itu,  terciptanya  efektivitas  perencanaan,  pelaksanaan,
evaluasi,   pengendalian   dan   pelaporan   tentunya   akan   dapat   semakin
meningkatkan   kinelja   pemerintahan  yang   transparan   dan   akuntabel.
Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam melaksanaJ-
tugas dan fungsi.

Ketersediaan   sarana   dan   prasarana   yang   semakin   memadai
merupakan   salah   satu   indikator   beljalannya   pelayanan   yang   baik.
Kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang  sifatnya  sangat  berkaitan  erat
dengan  kelancaran  pelaksanaan  tugas-tugas  dan  mendesak  harus  dapat
dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan,  tidak dapat dihindari
adanya   permasalahan   dan   hambatan   yang   patut   diperhatikan   dan
diatasi  sehingga  tidak  menjadi  semakin  besar  dan  pada  akhimya  akan
menghambat pencapaian target kinelja.

Dengan     memperhatikan     semua     sumber     daya     yang     ada,

permasalahan    dan    hambatan    yang    menjadi    isu-isu    penting    dalan
penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :
1.  Sistem   informasi   penunjang   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi   belum

sepenuhnya bekerja dengan optimal. Adanya sistem pengelolaan keuangan

yang baru yaitu Sistem lriformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahap
awal penerapan masih harus melakukan orientasi dan penyesuaian.
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Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya yang lebih besar balk berupa
waktu, tenaga, maupun pemikiran;

2.  Beberapa  regulasi  yang  menjadi  acuan  teknis  dan  detail  pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang harus selalu di up-c!afe karena perubahan

peraturan     perundang-undangan     yang     berlaku.    Adanya  Peraturan
Pemerintal Nomor  12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun   2005   dan
Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri   Nomor   77    Tahun   2020   tentang
Pedoman     Teknis     Pengelolaan     Keuangan     Daerah menjadi     tugas
BKAD      untuk     mengawal      implementasi      atas  peraturan-peraturan
tersebut;

3.  Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah   masih   perlu   ditingkatkan  untuk   mendapatkan   sumber   daya
manusia yang sesual dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatnya
tata      kelola      keuangan      dan      aset      daerah      yang  berkualitas,
transparan dan akuntabel;

4.  Tuntutan    peningkatan     kualitas     layanan     balk    dari    masyarakat
maupun    perangkat    daerah    lain    mengharuskan    BKAD    senantiasa
melakukan perbaikan mutu produk layanan secara terus menerus;

5.  Pemanfaatan  aset daerah yang belum  optinal sehingga potensi manfaat

yang mestinya bisa dirajh tidak dapat tercapai;
6.  Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan pengawasan

maupun dokumentasi bukti kepemihikan;
7.  Lemahnya    adaptasi    Pejabat    Pengelola    Keuangan    SKPD    terhadap

transfomasi peraturan perundangan-undangan dan dinanikanya;
8.  Pengamanan     aset     daerah     dalam     pensertiflkatan     tanah     mi]jk

Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilaksanakan secara maksimal. Hal
ini   menyebabkan   persentase   tanah   yang   sudah   memiliki sertifikat
sangat   kecil   sehingga   pencapaian   indikator   pada   Sistem   Informasi
Koordinasi   dan   Supervisi   Pencegahan   (Korsupgah)   KPK   tidak   dapat
tercapal;

9.   Penatausahaan  aset  daerah  belum  dilaksanakan  secara  optinal.
Penatausahaan   barang   mink   daerah   belum   terintegrasi   dengan   e-
bndgedng.
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2.4  Review Terhadap Rancangan Pembahan REPD

Rancangan   Perubahan   RKPD   Tahun   2023   menjadi   acuan   dalan

penyusunan  rancangan  Perubahan  Renja BKAD  Tahun  2023.  Dalam  proses
penyempurnaan   dilakukan   penyesuaian   terhadap   kebutuhan   Perangkat
Daerah.   BKAD   melaksanakan   review   pada   rancangan   Perubahan   RKPD
Tahun 2023 yang disandingkan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dengan
hasil   bahwa   program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan  yang   terdapat   dalan
Perubahan   Renja   BKAD   Tahun   2023    sudah   tercantum   semua   dalam
rancangan   Perubahan   RKPD   Tahun   2023.    Review   terhadap   rancangan
Perubahan   RKPD   Tahun   2023   terhadap  basil   analisis  kebutuhan  BKAD
Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 2.3 sebagai berikut :
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarahat
Pemerintah  Kabupaten  Cirebonsebagaipenyelenggara  pemerintahan

juga  menampung  aspirasi  langsung  program/kegiatan  dari  masyarakat
umum  sebagai  para  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  telah  diatur  sesual
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor
72   Tahun   2021    tentang   Tata   Cara   Penganggaran   Pelaksanaan   dan
Penatausahaan,  Pertanggungjawaban  dan  Pelaporan  serta  Moriitoring  dan
Evaluasi  Hibah dan   Bantuan   Sosial   yang   bersumber   dari   Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Urutan dan tata cara untuk pendeskripsiannya dapat dilihat pada
uraian sebagai berikut :

a.  Permohonan   Hibah  dan   Bantuan   Sosial  dari   masyarakat  disampaikan
dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Cirebon. Untuk
selanjutnya  diberikan  disposisi  kepada  Sekda  selaku  Ketua  TAPD.  TAPD
melakukan   verifikasi   dan   mendistribusikan   proposal   permohonan   dari
masyarakat ke SKPD terkait sesuai bidang dan tugasnya. Untuk berkas yang
tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;

b.  SKPD terkalt melakukan evaluasi teknis terhadap proposal dan kelengkapan

persyaratan lainnya yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi SKPD;
c.  Rekomendasi  dari  SKPD  ditujukan  kepada  TAPD   sebagai  bahan  dalam

menyusun   Pertimbangan  TAPD   berdasarkan  prioritas   dan   kemampuan
keuangan daerah yang akan disampaikan kepada Bupati. Setelah menerima
Pertimbangan TAPD,  Bupati dapat menyetujui atau menolak Pertimbangan
TAPD tersebut;

d.  Pertimbangan TAPD yang disetujui menjadi dasar dalam pencantuman calon

penerima  hibah  dan  bantuan  sosial  dalam  KUA/PPAS  APBD,  sedangkan
pertimbangan TAPD yang tidak disetujui dikembalikan ke TAPD;

e.  Berdasarkan  Perda APBD  dan  Perbup  APBD,  Bupati  Cirebon  menetapkan
Daftar  Penerima  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  dalam  bentuk  SK  Penetapan
Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

powrdAhotry€kifeTALonzo23
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BKAD selaku PPKD melaksanakan dan menatausahakan Pencairan Hibah dan
Bantuan Sosial seperti pada gambar dibawah ihi :

Gambar. 1
AIUR PROSES PENCAIRAIT BANTUAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Ncta  Pencairan dan
rekomendasj

- ::::

Dapat dijelaskan lebih lanjut alur pencairan sesuai dengan gambar diatas
adalah sebagai berikut :
1. Proposal  Pencairan  ditujukan  kepada  Bupati  Cirebon  yang  disampaikan

melalui SKPD Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial;
2. SKPD  terkait  melakukan  evaluasi  terhadap  proposal  beserta  kelengkapan

p€rsyaratan dengan menerbitkan Nota Pencairan yang dilampiri :
•  Berita Acara;

•  Naskah Peljanjian Hibah Daerah;
•  Pakta Integritas;

•  Surat Keterangan Transfer;
•  Kwitansi;

•  Dokumen   lainnya.

3. Nota Pencairan tersebut disampaikan kepada BKAD untuk diterbitkan SPP,
SPM, dan SP2D;

4. Setelah  proses  pencalran masyarakat akan menerima transfer dana Hibah
dan Bantuan Sosial melalui Bank Jabar Banten Cabang Sumber.

Tabel.  2.4
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah
No. Program/Kegiatan/ Irokasi Indikator Bearan/ Catatan

Sub Kegiatan RInelja Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NI HIL
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BAD Ill

TUJruAV, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAI]

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalan mendukung

tercapainya tujuan nasional.  01eh karena itu  pelaksanaan pembangunan
di daerah tidak dapat dipisahkan.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Keuangan adalah  "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan  Keuangan
Daerah   yang   partisifatif,   transparan,   efektif,   efisien,   akuntabel   dan
kompetitif,.

Beberapa   kata   kunci   yang   terkandung   dalam   Visi   Direktorat
Jenderal  Keuangan    Daerah    tersebut    yaitu    Pengelolaan    Keuangan
Daerah   yang   partisifatif,   transparan,   efektif,   efisien,   akuntabel   dan
kompetitif dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.   Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif

Partisipatif merupakan perwuj.udan penyusunan penganggaran daerah

yang melibatkan seluruh Satuan Kelja Perangkat Daerah.
2.   Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan

Transparan   merupakan   prinsip   keterbukaan  yang  memungkinkan
masyarakat   untuk   mengetahui   dan   mendapatkan   akses   informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3.   Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
Efektif  merupakan  pencapaian  keluaran  dengan   target  yang  telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Efisien   merupakan   pencapaian   keluaran   yang   maksimum  dengan
masukan    tertentu    atau    penggunaan   masukan    terendah    untuk
mencapal keluaran tertinggi.

4.   Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Akuntabel  merupakan  perwujudan  pelaporan  keuangan  yang  dapat
diterima dan dipertanggungjawabkan.

5.   Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif
Kompetitif    merupakan    perwujudan    pengelolaan    keuangan    yang
berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.
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Untuk mewujudkan visi tersebut nisi yang diemban adalah :

1.   Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2.   Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan

kekayaan daerah;
3.   Merringkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4.     Meningkackan  akuntabilitas  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban

keuangan daerah;
5.  Meningkatkan koordinasi, konsohidasi, dan ketelpaduan progran dalam

peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.
Mengkaji   visi   dan   nisi   Direktorat   Jenderal   Keuangan   Daerah

memberikan tantangan bagi BKAD Kabupaten Cirebon untuk :
1.    Mendorong  terciptanya  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  yang

yang    partisifatif,     transparan,     efektif,     efisien,     akuntabel     dan
kompetitif; dan

2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah.
Sebagai    penjabaran    kebijakan    program    nasional    dan    untuk

mensinergikan   pelaksanaan   program   pembangunan   daerah,    Pemerintal
Kabupaten  Cirebon  menyusun  Rencana Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)
dengan mengacu  kepada  Program  Nawacita dan  Rencana Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Tabel. 3.1
ID ENTIF`IKASI KEBIJAKAN NASIONAL

No. Kebijckan Nasional Sumber Keterangan
1. Kepastian dan Penegakan Hukum APBN

2. Keamanan dan Ketertiban APBN

3. PoHtik dan Demokrasi APBN

4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi APBN

Dari  keempat  kebijakan  tersebut,  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan
fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, maha
dalam   menyusun   program   kegiatannya   BKAD   mengacu   pada   kebijakan
nasional   "I`ata   Kelola  dan   Reformasi  Birokrasi",   sebagaimana  yang  telah
dijabarkan  dalam  Perubahan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Cirebon    Tahun 2023.
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3.2. Tujuan dan S&saran Renja Peranghat Daerah
Tu].uan  merupakan  penjabaran  atau  implementasi  dari  pernyataan

nisi, yang akan dicapal atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan
pada   potensi   dan   permasalahan   serta   isu   utama   bidang   Administrasi
Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun  rumusan  tujuan  di  dalam  Perencanaan  Strategis  Badan
Keuangan   dan   Aset   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2019   -   2024
berdasarkan kesesuaian antara fcktor kunci keberhasilan dengan misi, maha
dirumuskan tujuan sebagai berikut :
Tujuan 1         : Terwujudnya penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai

Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Tujuan2        : Terwujudnya Kinelja Aparatur Badan Keuangan dan Aset

Daerah yang Profesional dan Kompeten
Sasaran  adalah  penjabaran  tujuan  secara  terukur,  yaitu  sesuatu

yang  akan  dicapai/dihasilkan  secara  nyata  oleh  Badan  Keuangan  dan Aset
Daerah Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan
Aset Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2019 -2024adalah :
Sasaran 1      : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Sasaran  2     : Merringkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan

perundangan
Sasaran  3     : Meningkatnya kinelja aparatur dan kualitas pelayanan pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Berikut pemyataan  tujuan dan    sasaran jangka menengah Badan Keuangan
dan   Aset   Daerah   beserta   indikator   kineljanya   disa].ikan   dalan   tabel
sebagaimana berikut ini :
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Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

No. Tuju an       Sac aran

Indikator KinerjaTujuandanSa8aran
Kondisi Awal Target Capalan Kondisi

Akhir
2018 2019 2020            2021 2022           2023 2024

1 Terwujudnya Periin8katan 100'00 loo,00 loo,00 loo,00 100,00 loo,00 100,00 loo.00
PenatauschaanKeuangandanAsetDaerahsesuaiPeraturanPenindang- penatauschaan asetdaerahsesuajperaturanpemndangan Prosen Prosen F+osen Prosen Prosen Prosen I+osen I+osen

Peningkatan 100,00 100,00 100,00 loo,00 100,00 loo,00 loo,00 loo.00
undangan yangBerlaku kualitas laporankeuanganpemerintalidaerali Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen

Meningka.t Peningkatan 100,00 100,00 loo,00 0'00 0,00 0,00 0,00 0.00
nyakualitaslaporankeuanganpemerintahdaerali kualitas danketepatanwaktupenyajianLaporanKeuangansesuaiSAPsertapenyajianLaporanAsettetapyangdiyahikewajar-ya Prosen Prosen Fhosen Prosen Prosen Prosen Prosen I+osen

Ketepatan waktu loo,00 100'00 loo,00 loo,00 100'00 loo,00 loo,00 loo.00
penyusunanRancanganAPBD Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Fhosen Prosen Prosen

Ketepatan waktu loo,00 loo,00 100,00 100'00 100,00 100,00 loo,00 loo.00
penyusunanRancanganPerubahanAPBD Prosen Prosen Prosen FTosen Prosen Prosen Prosen I+osen

Peningkatan loo,00 loo,00 100,00 100'00 loo,00 100'00 100,00 100.00
efektivitas danefisiensiwaktu rata-ratapenyelesaianSP2D Prosen Prosen I+osen Prosen Prosen Prosen Prosen I+osen

Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 loo,00 100,00 loo,00 loo.00
kualitas danketepatanwaktupenyajianLaporanKeuangansesualSAP Prosen FTosen I+osen Prosen Prosen Prosen Fhosen I+osen

Meningkat Prosentase bidang 39,73 49,73 59,71 69,78 69'90 84,47 loo.00 loo,00
nyapenatausahaanasetdaerahsesualperaturanperundang tanah milik daerahyangtersertifikasidantelahdidaftarkankeBPNuntukdisertifikasi Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen I+osen Prosen Prosen

Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 loo,00 100,00 100.00
an kuahtas danketepatanwaktupenyajianLaporanBarangMilikDaerahyangdiyafroikewajarzannya Fhosen Prosen Prosen Prosen FTosen I+osen Prosen I+osen

2 Terunjudnya Tingkat pencapaian 100'00 loo,00 100,00 loo,00 loo,00 100,00 loo,00 loo.00
Kinerja AparaturBadanKeuangandanAsetDaeraliyangProfesionaldanKompeten kineq. a aparaturdankualitaspelayananpadaBadanKeuangandanAsetDaerah Frosen I+osen Frosen FTosen Prosen Prosen Prosen Prosen

Meningkat Peringkatan 75,00 78'00 80,00 80,00 80,50 80,50 82,00 82,00
nya kiner].aaparaturdankualitaspelayananpadaBadanKeuangandanAsetDaerah kepuasanmasyarakatterhadappelayananpubhikpadaBadanKeuangandanAsetDaerah Poin Poin Pain Poin Poin Poin Poin Poin
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Penetapan   tujuan   akan   mengarah kepada   perumusan   sasaran,
kebijakan,   program   dan   kegiatan   dalam rangka   merealisasikan  visi   dan
nisi.   Sedangkan   sasaran menggambarkan  hal  yang  ingin  dicapai  melalui
tindakan  terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.3. Program dan Kegiatan
Penyusunan program,  kegiatan dan sub kegiatan yang ada berdasarkan

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021  Tentang
Hasil   Verifikasi   dan   Validasi   Pemutakhiran   Klasifhasi,    Kodefikasi,   dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  .  Adapun
Program,   kegiatan  dan  sub  kegiatan  Badan   Keuangan  dan  Aset  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah :

a)   PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator :

1.  Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan

perencanaan    untuk    mendukung    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.  Peningkatan    kapasitas    sumber    daya    aparatur    dalam    mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3.  Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan

capaian kinelja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4.  Tingkat   kedisiplinan   dan   pemahaman   aparatur   terhadap   peraturan

perundangan    dalam    mendukung    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

5.  Peningkatan  kuantitas  dan kualitas pelayanan administrasi  perkantoran
dalam  mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

6.  Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

Kegiatan         : Perencanaan dan Evaluasi Kinelja perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

2.  Koordinasi  dan  Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.  Koordinasi  dan  Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.  Koordinasi  dan  Penyusunan DPA-SKPD
5.  Koordinasi  dan  Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
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6.  Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Capaian Kinelja dan Ikhtisar

Realisasi Kinelja SKPD
7.  Evaluasi  Kinelja Perangkat Daerah

Kegiatan         : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengru.fan/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi  dan  Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4. Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan        : Administrasi umum

Sub Kegiatan :
1.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.  Penyediaan Bahan  I,ogistik Kantor
5.  Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan
6.  Penyediaan Bahan  Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.  Penyediaan Bahan/ Material
8.  Fasilitasi  Kunjungan Tamu
9.  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan  Konsultasi  SKPD

10. Penatausahaan Arsip Dinanis pada SKPD

Kegiatan         : Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
1.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2.  Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan  Fungsi

Kegiatan        : Pengadaan  Barang Milik Daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1.  Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan        : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum  Kantor
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Ke8iatan Pemeliharaan  Barang Milik Daerah Penunjang

Urusanpemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :

1.   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau I,apangan

3.   Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan  Bangunan I,ainnya
4.   Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana  dan    Prasarana  Gedung  Kantor  atau

Bangunan Lainnya

b)  PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator :
1.  Penin8katan   pengetahuan   dan   kemampuan   pada   pada   pengelola

keuangan daerah;
2. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD;
3. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD;
4. Peningkatan pengelolaan admirristrasi kas daerah secara tepat waktu dan

tepat sasaran.
5.  Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan

sesuai SAP.

Kegiatan       : Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :
1.  Penyusunan KUA dan PPAS

2.  Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3.  Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD

4.  Koordinasi,  Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

5.  Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD

6.  Koordinasi,  Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

7.  Penyusunan  peraturan  daerah  tentang APBD  dan  Peraturari  Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD

8.  Penyusunan    peraturan    daerah    tentang    Perubahan   APBD    dan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD

9.  Koordinasi     dan     Penyusunan  Regulasi  serta  Kebijakan     Bidang
Anggaran

10. Koordinasi  Perencanaan Anggaran Pendapatan

11. Koordinasi  Perencanaan Anggaran Belanja  Daerah

12. Koordinasi  Perencanaan Anggaran Belanja  Daerah
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13. Koordinasi  Perencanaan Anggaran Pembiayaan

14.Pembinaan      Perencanaan      Penganggaran      Daerah      Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kegiatan        : Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1.  Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2.  Penatausahaan Pembiayaan Daerah

3.  Koordinasi,     F`asilitasi,  Asistensi,  Sinkronisasi,   Supervisi,  Monitoring
dan    Evaluasi  Pengelolaan  Dana   Perimbangan  dan    Dana   Transfer
Lairmya

4.  Penyiapan,  Pelaksanaan  Pengendalian  dan    Penerbitan  Anggaran  Kas
dan  SPD

5.  Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerinaan dan Pengeluaran
Kas       D aerah ,        Laporan       Aliran       Kas ,        d an       Pe laksanaan
Pemungutan/Pemotongan  dan  Penyetoran  Perhitungan  F`ihak  Ketiga

(PFK)

6.  Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dpenempatan Uang
Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

7.  Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait

8.  Penyusunan  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Keuangan  yang  Berkaitan
dengan  Penerimaan  dan    Pengeluaran  Kas  Serta  Penatausahaan  dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

9.   Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Kegiatan        : Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan

Keuangan Daerch

Sub Kegiatan :

1.  Koordinasi  Pelaksanaan  Akuntansi  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas
Daerch

2.  Rekonsiliasi          dan          Verifikasi     Aset,     Kewajiban,          Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan  Beban

3.  Koordinasi     Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan  Semesteran

4.  Konsolidasi   Laporan   Keuangan SKPD, BLUD dan   Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
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5.  Koordinasi    dan    Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

Pertanggungjawaban     Pelaksanaan     APBD      Kabupaten/Kota     dan
Rancangan      Peraturan      Kepala      Daerah      tentang      Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

6.  Penyusunan Analisis Laporan Pertanggunedawaban Pelaksanaan APBD

7.  Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

8.  Penyusunan     Kebijakan          dan     Panduan     Teknis     Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

9.  Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

10.  Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung).awaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

c)   PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator :
1.  Peningkatan   Penyajian   Laporan   Barang   Milik   Daerah  yang   sudah

Terinventarisasi,  Teridentifkasi dan Terdokumentasi dengan Balk dan
Benar;

2.  Peningkatan  barang  milik daerah yang  telah  dan  atau  dalam  proses
sertifikasi serta teriventarisir dan termanfaatkan dengan baik/ benar;

3.  Peninedratan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik
daerah.

Kegiatan      : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :
1.  Penyusunan Standar Harga

2.  Penyusunan  Standar  Barang  Milik  Daerah  dan  Standar  Kebutuhan
Barang Mflik Daerah

3.  Penyusunan Perencanaan Kebutuhari Barang Milik Daerah

4.  Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Mflik Daerah

5.  Penatausahaan Barang Milik Daerah

6.  Inventarisasi Barang Milik Daerah

7.  Pengamanan Barang Milik Daerah

8.  Penilaian Barang Milik Daerah

9.  Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

10. Optinalisasi      Penggunaan,       Pemanfaatan,       Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penchapusan Barang Milik Daerah
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1 1 . Rekonsihiasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

12. Penyusunan Laporan Barang Mi]ik Daerah

13.Pembinaan      Pengelolaan      Barang      Milik      Daerah      Pemerintah
Kabupaten/Kota
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Renja  BKAD  Tahun  2023  merupakan  penjabaran  dari  Perubahan
Renstra     BKAD     Tahun     2019-2024     yang     berpedoman     pada     RKPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2023. BRAD melaksanakan progran, kegiatan dan
sub   kegiatan   berdasarkan   tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk  mencapai
indikator kinelja utama (IKU) BRAD Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan

dalam Perubahan Renstra BKAD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu penting
terhadap  penyelenggaraan tugas dan  fungsi BKAD,  maka pada Tahun  2023
rumusan  program   dan   kegiatan   serta   sub   kegiatan  yang  direncanakan
sebanyak 3  (tiga)  program  dan  10  (sepuluh)  kegiatan  serta 64  (enma puluh
empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran    sebesar    Rp.18.521.916.303,00

Seluruh      anggaran      program      dan  kegiatan  serta  sub  kegiatan  BKAD
Tahun  2023  bersumber  dari APBD  Kabupaten  Cirebon.   Rumusan   rencana

program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  serta pagu indikatif BKAD Tahun 2023
dapat difihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel. 3.4
Rumusan Perubahan Rencana Kelja dan Pendanaan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Urtisan/ Bldang Urusan  Pemerintah Daerah dan Kebutuhan Dane /
Program / Kegiatan/ Sub KegLatan Page  lndihatif

11' (2' (3'

0 WON URUSAN 10.243.025.808,00

0.cO. NOW BIDANG URUSAN 10.243.025.803,00

0.00.01. pRcORAM PENUN.ANG uRusAN pEMERlrmAIIAN
io.243.ac5.808,cODAERAII I[ABUPATEN / ROTA

0.cO.01.2.01. Perencanaan, Penganesaran, dan E}v'aluasl KinedaPerang|atDaerch
log.455.5cO,cO

0.00.01.2.01.01. Penyusunan Dofumen Perencarman Perangkat Daerah 13.032.400,00

0.00.01.2.01.02. Koordinasi  dan  Penyusunan Doinmen RKA-SKPD 8.596.600,00

0.00.01.2.01.03 . Koordinasi  dan  Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
8.328.600,00SKPD

0.00.01.2.01.06. Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan Capalan Kineq.adanlkhtisarRealisasiKineg.aSKPD
4.838.000,00

0.00.01.2.01.07. Evaluasi  Kineda Perangkat Daerah 67.659.goo,00

0.00.01.2.02. Administrasl Keuangan Pempgkat Daemh 7.312.359.403,cO
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0.00.01.2.02.01. Penyediaan Gal.i dan  Tunjangan ASN 7.285.283.603,00

0.00.01.2.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan
9.346.800,00Pengrjian/ Verifikasi Keuangan SKPD

0.00.01.2.02.04. Koordinasi  dan  Pelaksanaan Alnmtansi
4.320.800,00SKPD

0.00.01.2.02.05. Koordinasi  dan  Penyusunan lfaporan
8.772.600,00Keuangan Alchir Tahun  SKPD

0.00.01.2.02.07. Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan Keuangan
4.635.600,00Bulanan / Triwulanan / Semesteran S KPD

0.00.01.2.03. Administrasl Barang MiliE Daerah pada Peranghat
9.152.Ou,cODaerfu

0.00.01.2.03.01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
2.442.000,00Daerah SKPD

0.00.01.2.03.05^ Rekonshiasi dan  Penyusunan Laporan Bararng Milik
2.310.000,00Daerah pada SKPD

0.00.01.2.03.06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.400.000,00

o.oo.oi.2.ee. Administmsl Umum  Pemngkeit Da®rah 1.029.576.4cO,cO

0 ,00.01.2 .06 .01. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/ Penerangan
9.987.400,00Bangunan Kantor

0.00.01.2 . 06 .02 . Penyediaan Peralatan dan Perlenglrapan Kantor 424.905.300,00

0.00.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah  Tangga 9.998.200,00

0.00.01.2.06.05.0.00.01.2.06.06. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.246.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
39.600.000,00undangan

0.00.01.2.06.07. Penyediaan Bahan/ M aterial 347.384.000,00

0.00.01.2.06.08. Fasffitasi  Kunjungan Tamu 14.010.000,00

0.00.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD 123.081.500,00

0.00.01.2.06 .10. Penatausahaan Arsip Dinamis  pada SKPD 24.364.000,00

0.cO.O|.2.08. Penyedlaan Uasa  Penunjang Unisan Pemerintahan
1.281.514.500,00Daewh

0.00.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
342.438.000,00Listrik

0.00.01.2.08.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 265.317.000,00

0.00.01.2.08.04. Penyediaari Jasa Pelayanan Umum Kantor 673.759.500,00

0.cO.01.2.cO. Pemellharaan Bamng Mllik Daemh Penunjang Urusan
507.968.OcO,00Pemerintahan Daerah

0.00.01.2.09 .01.
Penyediaan Jasa Pemehiharaan, Biaya Pemeliharaan dan

111.540.000,00Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

0.00.01.2.09.02.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

61.292.000,00Pajak,  dan  Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

PtwLdrfatrygkifeTdrzon
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0.00.01.2.09.09. Pemeliharaari/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan

260.175.000,00Bangunan Lainnya

0.00.01.2.09.10. Pemelinaraan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
74.961.000,00Gedung Kantor atau Bangunan Lainya

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAIIAN 8.278.8cO.5cO,cO

5.02. KEUJENGAN 8.278.890.500,cO

5.02.Ore. PROGRAM PENGEI0LAAN KBUANGAN DABRAEI 4.893.643.8cO,cO

5.02.Oe.2.Oi. Koordlnasi dan  Penyusunan Rencana AngggLmn
3.067.014L.§cO,cODaewh

5.02.02.2.01.01. Koordinasi  dan  Penyusunan KUA dan PPAS 354.002.000,00

5.02.02.2.01.02, Koordinasi  dan  Penyusunan Perubahan KUA dan
345.832.200,00Pembahan PPAS

5.02.02.2.01.03. Koordinasi,  P€nyusunan dan  Verifikasi RKA-SKPD 172.712.600,00

5.02.02.2.01.04. Koordinasi,  Penyusunan dan  Verifikasi Perubahan RKA-
280.417.500,00SKPD

5.02.02.2.01.05. Koordinasi,  Penyusunan dan  Verifikasi DPA-SKPD 32.410.000,00

5.02.02.2.01.06. Koordinasi,  Penyusunan dan  Verifikasi Perubahan DPA-
94.873.700,00SKPD

5.02.02.2.01.07.
Koordinasi  dan  Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBDdanPeraturanKepalaDaerahtentangPenjabaran

479.941.ZOO,00
APBD

5.02.02.2.01.08.
Koordinasi  dan  Penyusunan Perafuran Daerah tentang

623.765.400,00Perubahan APBD dan Peraturan Kepala  Daerah tentang
Penjabaran Penibahan APBD

5.02.02.2.01.09. Koordinasi  dan  Penyusunan Regulasi serta Kehijakan
343.077.500,00Bidang  Anggaran

5.02.02.2.01.13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah
339.982.400,00Pemerintah Kabupaten / Kota

5.02.Oe.2.ce. Kcordinasl dan  Pengelolaan Perbendahaman Daerah 595.146.5cO,cO

5.02.02.2.02.01. Koordinasi  dan  Pengelolaan Kas Daerah 136.044.000,00

5.02.02.2.02.03. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan  Penerbitan
103.960.000,00Anggaran Kas dan  SPD

5.02.02.2.02.05.
Koordinasi,  Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

91.633.700,00Monitoring  dan Evaluasi  Pengelolaan Dana
Perinbangan dan  Dana Transfer Lainnya

5.02.02.2.02.06.
Koordinasi,  Pelaksanaan Ken.asama dan  Pemantauan

136.637.600,00Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

5.02.02.2.02.09.
Rekonshiasi Data  Penerimaan dan Pengeluaran Kas

126.871.200,00Serta Pemungutan dan  Pemotongan Atas SP2D Dengan
Instansi Terkait

5.02.02.2.03. Kcordinasl dan  Pelaksanaan Aktmtansl dan
I.231.482.8cO,cOPelapomn Keuansan Daemh

5.02.02.2.03.01. Koordinasi  Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dari
60.330.000,00Pengeluaran  Kas Daerah

PouLdrfoto+ENDTdrzoz3
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Rekonsiliasi dan  Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

370.139.500,005.02.02.2.03.02. Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-ro danBeban

5.02.02.2.03.03.
Koordinasi  penyusunan Laporan pe                  .awaban

35.954.000,00Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

5.02.02.2.03.04. Konsolidasi  Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
226.371.ZOO,00Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.02.02.2.03.05.

Koordinasi  dan  Penyusunan Rancangan Peraturan

178.896.000,00
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/ Kota dan  Rancangan Peraturan KepalaDaerahtentangpenjabaranpe.awaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

5.02.02.2.03.08. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung).awaban
21.660.000,00Pelaksanaan APE D

5.02.02.2.03.09.
Penyusunan Kebijakan  dan  Panduan Teknis

94.800.000,00Operasional Penyelenggaraan Alnmtansi Pemerintah
Daerah

5.02.02.2.03.10. Penyusunan Sistem dan  I+osedur Akuntansi dan
243.332.loo,00Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.02.03. PROGRAM PENGEI0LAAN BALEENG MILIK DAERAII 3.385.246.7cO,cO

5.02.03.2.01. Pepgelolaan Bamng Mlllk Daend 8.385.246.7cO,cO

5.02.03.2.01.01. Penyusunan Standar Harga 151.425.700,00

5.02.03.2.01.02. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan  Standar
17.549.300,00Kebutuhan Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miljk
99.762.600,00Daerah

5.02.03.2.01.04. Penyusunan Kebijakan  Pengelolaan Barang Milik Daerah 94.794.000,00

5.02.03.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik Daerah 248.842.400,00

5.02.03.2.01.06. Inventarisasi Barang Milik Daerah 99.861.700,00

5.02.03.2.01.07. Pengamanan Barang Milik Daerah 1.098.136.200,00

5.02.03.2.01.08. Penilaian Barang Mi]ik Daerah 513.987.600,00

5.02.03.2.01.09. Pengawasan dan  Pengendahian Pengelolaan Barang Milik
94.055.000,00Daerah

5.02.03.2.01.10.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

496.781.000,00Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan  Penchapusan
Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.11. Rekonsniasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
151.552.400,00Milik Daerah

5.02.03.2.01.12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 65.286.goo,00

5.02.03.2.01.13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
253.212.000,00Kabupaten/Kota

JUMLAH 18.521.916.sos,cO
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Perubahan    Renja    BKAD    Tahun    2023    merupckan    pedoman

penyusunan   Rencana   Kelja   Anggaran   Perubahan   (RKAP)   dan   Dokumen
Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA)   Tahun  Anggaran  2023   melalui

penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Perubahan  (APBDP)
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023

yaitu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pagu   indikatif  yang   akan   dilaksanakan   pada  Tahun   2023.   Selain   itu,
mengingat  waktu  pelaksanaan  progran,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  pada
Perubahan Tahun 2023  sangat terbatas, maka perlu dilakulan upaya-upaya
koordinatif   dan    pengendahian    secara    cermat    dan    berkualitas    dalam

pelaksanaannya sehingga dapat selesai sesual dengan rencana aksi dan dapat
mencapai target kinelja yang telah ditetapkan.

Dengan    disusurmya    Perubahan    Renja    ini,    dapat    diketahui
capaian   kineq.a   dari   program,   kegiatan,   dan   sub   kegiatan   yang   telah
dilaksanakan   sampai   dengan   Triwulan   11   Tahun   2023,   sehingga   dapat
dilaksanakan   percepatan   dalam   pencapalan   target   kinelja   yang   belum
tercapai.   Dengan   adanya   dokumen   Perubahan   Renja   ini,    pelaksanaan

program,  kegiatan  dan sub kegiatan    diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Sumber,       Juli  2023
KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

SRIWIJAYAWATI.S.Sos..M.Si
Pembina
NIP.  19740530  199803  2 005
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Perubahan    Renja    BKAD    Tahun    2023    merupakan    pedoman

penyusunan   Rencana   Kelja   Anggaran   Perubahan   (RKAP)   dan   Dokumen
Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran   (DPPA)   Tahun  Anggaran  2023   melalul

penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Perubahan  (APBDP)
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023

yaitu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pagu   indikatif  yang   akan   dilaksanakan   pada  Tahun   2023.   Selain   itu,
mengingat  waktu  pelaksanaan  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  pada
Perubahan Tahun 2023 sangat terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya
koordinatif   dan    pengendalian    secara    cermat    dan    berkualitas    dalam

pelaksanaarmya sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana aksi dan dapat
mencapai target kineq.a yang telah ditetapkan.

Dengan    disusunnya    Perubahan    Ren].a    ini,    dapat    diketahui
capaian   kinelja   dari   program,   kegiatan,   dan   sub   kegiatan   yang   telah
dilaksanakan   sampai   dengan   Triwulan   11   Tahun   2023,   sehingga   dapat
dilaksanakan   percepatan   dalam   pencapaian   target   kinerja   yang   belum
tercapai.   Dengan   adanya   dokumen   Perubahan   Renja   ini,   pelaksanaan

program,  kegiatan  dan sub kegiatan    diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No.  12 Telp.(0231) 8304433  Fax.  (0231) 8304400
Email  :   _bkad@cjrebonkab.ao.id
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NOTA DINAS
Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

Yth.  Bupati Cirebon
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
\t   September 2023
051.2  /   \1?b   /Sekret
Penting
1  (satu) dokumen
Penyampaian  Draft  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Perubahan
Rencana       Kerja       Badan       Keuangan       dan       Aset       Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal  139 dan Pasal  142 Peraturan Menteri Dalam
Negeri   Nomor   86   Tahun   2017   tentang   Tata   Cara   Perencanaan,
Pengendalian    dan    Evaluasi    Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta   Tata Cara
Perubahan     Rencana    Pembangunan    Jangka     Panjang     Daerah,
Rencana   Pembangunan  Jangka   Menengah   Daerah,   dan   Rencana
Kerja   Pemerintah   Daerah,   djamanatkan   bahwa   Rancangan   Akhir
Renja  disampaikan  oleh  kepa[a  Perangkat  Daerah  kepada  Kepala
Bappeda   untuk   diverifikasi,    dan   setelah   diverifikasj   djsampaikan
kepada   kepala  daerah   untuk  ditetapkan   dengan   peraturan   kepala
daerah,

Sehubungan    dengan     hal    tersebut    kami    sampaikan     Draft
Keputusan  Bupati  Cirebon tentang  Perubahan  Rencana  Kerja  Badan
Keuangan    dan   Aset    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2023,
sebagaimana terlampir.

Demikian,     atas     perhatian     dan     perkenannya     disampaikan
terima kasih.

005


